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ABSTRAK 

 
 

EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI 

HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

(UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 
 

Oleh: 

 

REGITA SURYA PRAMESWARI 

 

 

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

mengatur mengenai kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun, dari banyaknya pelaku 

usaha di Kota Bandar Lampung tidak banyak pelaku usaha yang sudah melakukan 

sertifikasi halal terhadap produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota 

Bandar Lampung serta untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah non judicial case study.. 

Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier,. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

kepustakaan, studi dokumen, wawancara, serta kuisioner. Data yang dikumpulkan 

tersebut dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar 

Lampung belum optimal, dengan masih ada pelaku usaha mikro dan kecil yang 

belum melakukannya. Penghambat utama dari pelaksanaan sertifikasi halal ini 

meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha, tingginya biaya pendaftaran, 

minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, dan lemahnya penegakan hukum. Di sisi 

lain, keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal didukung oleh adanya peraturan 

yang jelas, kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya produk halal, tersedia 

laboratorium untuk pengujian produk, serta program konsultasi dan sertifikasi halal 

gratis (SEHATI).  

Kata Kunci : Halal, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal. 
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ABSTRACT 

 

 

LEGAL EFFECTIVENESS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL 

CERTIFICATION BY MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

(MSMES) IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By: 

 

REGITA SURYA PRAMESWARI 

 

 

 

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance regulates the 

obligation to be halal certified for products that enter, circulate, and trade in 

Indonesian territory. However, of the many business actors in Bandar Lampung 

City, there are not many business actors who have carried out halal certification of 

their products. This study aims to find out how the implementation of halal 

certification by micro and small business actors in Bandar Lampung City and to 

see the supporting and inhibiting factors of the implementation of halal certification 

in Bandar Lampung City.  

 

This type of research is empirical normative legal research with a descriptive type 

of research. The approach to the problem in this study is a non-judicial case study. 

The data used is primary data and secondary data consisting of primary, secondary, 

and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature studies, 

document studies, interviews, and questionnaires. The data collected was analyzed 

qualitatively.  

 

The results of the study explain that the implementation of halal certification in 

Bandar Lampung City is not optimal, with there are still micro and small business 

actors who have not done so. The main obstacles to the implementation of halal 

certification include a lack of understanding of business actors, high registration 

costs, lack of socialization from related institutions, and weak law enforcement. On 

the other hand, the success of the implementation of halal certification is supported 

by clear regulations, awareness of the Islamic community of the importance of halal 

products, the availability of laboratories for product testing, and a free halal 

consultation and certification program (SEHATI). 

 

Keywords: Halal, Business Actors, Halal Certification. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kerbutuhan masyarakat akan produk dan layanan berrlaberl halal atau serrtirfirkasir halal 

sermakirn mernirngkat serirrirng derngan mernirngkatnya kersadaran masyarakat akan 

kualirtas, keramanan dan kerserhatan produk yang akan dirkonsumsir. Irndonersira 

merrupakan pasar utama dalam birdang perrdagangan produk halal dir dunira dan 

mermirlirkir poternsir untuk merngermbangkan irndustrir halal untuk mermernuhir 

perrmirntaan konsumern bairk dir dalam maupun dir luar nergerrir. Hal irnir terrjadir 

dirkarernakan I rndonersira mermirlirkir jumlah pernduduk muslirm terrbersar dir dunira dan 

terrutama I rndonersira yang mernurut data mermirlirkir banyak serkalir pernduduk yang 

berragama muslirm. 

Mernurut Badan pusat statirstirk (BPS) pernduduk yang ada dir nergara I rndonersira pada 

tahun 2023 adalah serbanyak 278.696 juta jirwa yang terrserbar dir berrbagair wirlayah dir 

nergara I rndonersira.1 Kermernterriran dalam nergerrir (Kermerndagrir) merncatat merngernair 

pernduduk I rndonersira yang mermerluk agama I rslam hirngga akhirr tahun 2023 adalah 

serbanyak 244,41 juta jirwa yang dir mana jumlah terrserbut sertara derngan 87,1% darir 

populasir dir dalam nergerrir. Olerh karerna irtu serrtirfirkasir halal mernjadir hal yang sangat 

perntirng dan wajirb dirlakukan olerh para perlaku usaha yang berrgerrak dalam irndustrir 

pangan terrutama juga yang ada dir kota Bandar Lampung yang dirmana mayorirtas 

pernduduknya adalah yang berragama I rslam.  

 

 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun ( Ribu Jiwa ) 2022-2023, 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--

ribu-jiwa-.html,diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 20:15. 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html
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Berrdasarkan data darir Badan Pusat Statirstirk Provirnsir Lampung (BPS)  jumlah 

pernduduk yang ada dir Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 adalah serbanyak 

1.202,07 rirbu jirwa dan serbanyak 93, 6% darir data jumlah pernduduk dir atas adalah 

berragama I rslam.2 Nergara Irndonersira dirlirhat darir data dir atas merrupakan nergara yang 

dirmana serbagiran bersar pernduduknya adalah berragama I rslam dan I rndonersira 

merrupakan nergara yang mernjamirn pernduduknya dalam hal mermirlirh agama atau 

kerperrcayaan. Hal irnir dirmuat dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 

yang mernyatakan bahwa : “ Nergara mernjamirn kermerrderkaan tirap-tirap pernduduk 

untuk mermerluk agamanya masirng-masirng dan berrirbadat mernurut agama dan 

kerperrcayaannya irtu”. 3Artir darir Pasal irnir adalah dirmana nergara mernjamirn dan 

mermberrir kerberbasan pada tirap pernduduk atau warga nergaranya untuk mermirlirh 

kerperrcayaan atau agama dalam hal berrirbadah, dalam hal irnir nergara akan mernjamirn, 

merlirndungir, mermbirna dan merngarahkan pernduduknya sersuair derngan  agama atau 

kerperrcayaan yang diranut.4 

Dir dalam  agama I rslam, merngajarkan terntang kerberrsirhan dan kerbairkan dalam sergala 

asperk, contohnya dalam hal barang- barang serrta pernggunaanya hirngga dalam 

asperk makanan. I rslam mermerrirntahkan umatnya untuk mermakan makanan yang 

berrsirh, bairk dan sucir.5 Al- Qur’an dan Hadirst serbagair sumberr hukum pada agama 

I rslam juga merngatur bahwa terrdapat bahan- bahan atau makanan yang halal untuk 

dirgunakan dan haram untuk dirgunakan. Olerh karerna irtu, umat Irslam perrlu 

merlakukan serlerksir dalam mermirlirh makanan yang akan dirkonsumsir. Serorang 

Muslirm tirdak dirperrkernankan untuk merngonsumsir makanan atau mirnuman yang 

status halalnya berlum dirkertahuir derngan jerlas. Halal dapat dirderfernirsirkan serbagair 

suatu tirndakan, objerk, atau prirlaku dirmana irndirvirdu mermirlirkir kerberbasan mermirlirh 

merlakukan perrbuatan terrserbut.6 Merngkonsumsir makanan dan mirnuman yang halal 

                                                             
2 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) 2022-

2024,https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-
kota.html, diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 08:32. 

3 Bambang Sugeng Ariadi Subagyono,dkk,Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk 

Halal,Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (No. 2. 2020)  hlm 307. 
4 Zulham,Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Halal,(Jakarta: Kencana,2018), hlm 8 
5 Siti Nur Azizah,Politik Hukum Produk Halal di Indonesia,( Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing,2022), hlm 51 
6 Purnawan Pontana Putra, Kehalalan Produk Makanan,Kosmetik,dan Obat-Obatan,(Jawa 

Tengah: Wawasan Ilmu,2023), hlm.2 

https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html
https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html
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adalah wajirb hukumnya bagir umat yang berragama I rslam. Serserorang yang 

mernjalankan syarirat agamanya derngan bairk dan merlaksanakan kerwajirban 

agamanya sercara sungguh-sungguh serperrtir mernjaga makanan, mirnuman,mermakair 

ataupun merlakukan suatu perrkara, maka halal akan merndatangkan kerdamairan.7 

Perngerrtiran halal adalah hukum yang mermbolerhkan atau dirperrirntahkan untuk 

mermakannya, mermirnumnya serrta mernggunakannya. Serdangkan untuk artir haram 

serndirrir adalah sersuatu yang dirlarang olerh Allah SWT derngan larangan yang tergas.8 

Contoh  bahan haram : 

i. Babir, terrmasuk serluruh bagiran tubuhnya dan produk turunannya  

(sergar ataupun olahan) 

ii. Khamr (mirnuman berralkohol) . 

iii. Darah. 

iv. Bangkair. 

v. Bagiran darir tubuh manusira , birnatang buas, anjirng.9 

Halal bukan hanya perntirng bagir konsumern yang berragama I rslam saja, tapir juga 

berragama yang lairn, dirkarernakan saat suatu perlaku usaha atau suatu produk yang 

sudah terrdaftar serbagair produk halal maka produk terrserbut sudah dirjamirn berrsirh 

dan aman mulair darir sergir perngermasan, bahan baku, termpat produksir (lokasir 

produksir) dan yang lairnnya, hal irnir mernjamirn bahwa suatu produk aman untuk 

dirperrjualberlirkan dir masyarakat luas. Olerh karerna hal terrserbut, Irndonersira 

merngerluarkan perraturan merngernair jamirnan produk halal  serbagair berntuk 

perrlirndungan bagir konsumern merngernair suatu produk halal, yairtu Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 2014 Terntang Jamirnan Produk Halal (UUJPH) yang berrlaku bagir 

para perlaku usaha dan dirserlernggarakan olerh Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk 

Halal (BPJPH) Kermerntriran Agama dan dirbantu Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) 

serbagair lermbaga yang merlakukan kergiratan permerrirksaan/perngujiran terrhadap 

                                                             
7 Astuti Mairinda, Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia, 

(Jakarta:GuePedia,2021), hlm.19 
8 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Kencana,2013), hlm.110 
9 Nurhalima Tambunan, Manshuruddin, Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam, 

CV.Cattleya Darmaya Fortuna, hlm.11 
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kerhalalan suatu produk, hal irnir sudah diratur pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tertang 

Jamirnan Produk Halal.  

Perlaku Usaha Mirkro dan Kercirl diranggap masirh kurang mermatuhir aturan merngernair 

kerwajirban merlakukan serrtirfirkasir halal terrhadap produk yang perlaku usaha produksir. 

Hal irnir dirkarernakan berberrapa faktor yang birsa mernjadir pernghambat serrtirfirkasir halal 

olerh perlaku usaha, yairtu serperrtir kurangnya permahaman perlaku usaha merngernair 

syarat atau dokumern merngernair perngajuan serrtirfirkasir halal, karerna biraya yang cukup 

mahal, prosers serrtirfirkasir halal yang cukup mermakan waktu, serrta kurangnya 

sosiralirsasir darir lermbaga jamirnan produk halal merngernair serrtirfirkasir halal. Olerh 

karerna irnir, pernulirs terrtarirk untuk mernyorot Usaha Mirkro dan Kercirl dalam 

kerwajirban serrtirfirkasir halal. 

Usaha Mirkro dan Usaha Kercirl  Mernurut Perraturan Permerrirntah Nomor 7 Tahun 2021 

terntang Kermudahan,Perlirndungan, dan Permberrdayaan Koperrasir dan Usaha Mirkro, 

Kercirl dan Mernerngah pada Pasal 1 dirjerlaskan merngernair apa yang dirmaksud derngan 

usaha mirkro dan usaha kercirl: 

Usaha Mirkro adalah usaha produktirf mirlirk orang perrorangan atau badan usaha 

perrorangan dan/atau badan usaha perrorangan yang mermernuhir krirterrira Usaha Mirkro 

serbagairmana diratur dalam perraturan permerrirntah irnir, yairtu derngan modal usaha 

palirng banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Mirlirar Rupirah) dan jumlah omsert maksirmal 

Rp. 2.000.0000.000 (dua mirlirar rupirah). 

Usaha Kercirl adalah usaha produktirf yang berrdirrir serndirrir, yang dirlakukan olerh orang 

perrorangan atau badan usaha yang bukan merrupakan anak perrusahaan atau bukan 

cabang perrusahaan yang dirmirlirkir, dirkuasair, atau mernjadir bagiran bairk langsung 

maupun tirdak langsung darir usaha mernerngah atau usaha bersar yang mermernuhir 

krirterrira Usaha Kercirl serbagairmana dirmaksud dalam perraturan permerrirntah irnir , yairtu 

mermirlirkir modal lerbirh darir Rp. 1.000.000.000 (satu mirlirar rupirah) sampair derngan 

palirng banyak Rp. 5.000.000.000 (Lirma Mirlirar Rupirah) dan jumlah omsert lerbirh darir 

Rp. 2.000.000.000 (dua mirlirar rupirah) sampair derngan palirng banyak Rp. 

15.000.000.000 (lirma berlas mirlirar rupirah). 
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Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal 

(UUJPH) yang mernjerlaskan merngernair tujuan darir pernyerlernggaraan jamirnan produk 

halal (JPH) yang berrbunyir :  

a. Mermberrirkan kernyamanan, keramanan, kerserlamatan, dan kerpastiran 

kerterrserdiraan produk halal bagir masyarakat dalam merngonsumsir dan 

mernggunakan produk , dan 

b. Mernirngkatkan nirlair tambah bagir perlaku usaha untuk mermproduksir dan 

mernjual produk halal.10 

Kerhadirran perraturan irnir mermberrirkan perrlirndungan terrhadap konsumern yang 

serbagairmana terrterra dir dalam UU JPH (Jamirnan Produk Halal) dan perraturan irnir 

juga mernjamirn kerpastiran hukum, bahwa hubungan antara perlaku usaha dan 

konsumern sama – sama dirirkat dan dirdasarkan pada  aturan hukum yaknir merngernair 

lerberlirsasir halal pada bagiran produk.11 Serrtirfirkasir halal juga terlah diratur pada 

Perraturan Permerrirntah Rerpublirk I rndonersira Nomor 42 tahun 2024 terntang 

Pernyerlernggaraan Birdang Jamirnan Produk Halal yang dirdalamnya juga mermbahas 

merngernair perlaksaan darir jamirnan produk halal. Serjak dirkerluarkan dan dir sahkannya 

perraturan perrundang- undangan merngernair jamirnan produk halal irnir sermua produk 

yang berrerdar dir masyarakat luas harus merncantumkan serrtirfirkat halal pada kermasan 

produknya, dalam merncantumkan logo halal juga dirharapkan para perlaku usaha 

merlertakkan lerberl halal dir termpat yang mudah terrlirhat dan dirbaca. Namun, apabirla 

terrdapat kandungan dalam produk yang berrsirfat nonhalal maka perlaku usaha wajirb 

merncantumkan pada kermasan produk tanda bahwa produk terrserbut non-halal.12 

Dalam perraturan irnir merngatur berberrapa hal merngernair berberrapa hal, contohnya 

bagairmana suatu herwan dir sermberlirh berrdasarkan syarirat, permirsahan antara lokasir, 

bahan, bumbu, alat, yang dirgunakan untuk produk halal derngan produk yang tirdak 

halal,pernanganan dalam pernyirmpanan bahkan hirngga sanksir yang akan dirberrirkan 

jirka ada perlaku usaha yang tirdak merlaksanakan atau merlanggar aturan yang terrterra 

                                                             
10 Bambang Sugeng Ariandi Subagyono,dkk.,Perlindungan Konsumen Muslim Atas 

Produk Halal,(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing,2020) hlm 8-9. 
11  Abdurrahman Konoras,Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen,(Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hlm 3. 
12 Bambang,dkk.op.cit.,hlm 19 
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terrserbut.13Serlairn Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk 

Halal, permerrirntah I rndonersira juga sudah me rngerluarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 terntang Perrlirndungan Konsumern, dirjerlaskan pada pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perrlirndungan Konsume rn dirjerlaskan bahwa 

“Perrlirndungan Konsumern adalah sergala upaya yang mernjamirn adanya kerpastiran 

hukum untuk mermberrir perrlirndungan kerpada konsumern” dalam perraturan 

perrlirndungan konsumern irnir juga diratur merngernair hak-hak dan kerwajirban bairk darir 

pirhak konsumern maupun darir pirhak perlaku usaha. Karerna sersungguhnya, 

perrlirndungan konsumern adalah bagiran darir perrlirndungan hak asasir manusira 

(HAM). Bahwa ruang lirngkup konserp HAM tirdak hanya dalam konterks hubungan 

antar masyarakat dan nergara, namun lerbirh luas lagir HAM perrsperktirf hubungan 

antar masyarakat, yaknir hubungan antara produsern konsumern.14 

Namun, hirngga munculnya perraturan terrserbut pada praktirknya masirh banyak serkalir 

perlaku usaha yang berlum mernerrapkan aturan merngernair lerberlirsasir halal pada 

produknya, bahkan terrkadang ada saja perlaku usaha yang merncantumkan logo halal 

namun pada kernyataannya, produknya berlum terrdaftar atau berlum berrserrtirfirkat 

halal. Serharusnya berrserrtirfirkatnya suatu produk sangatlah perntirng bagir konsume rn 

karerna serbagair berntuk perrlirndungan bagir konsumern, terrutama konsumern muslirm 

yang dirmana kirta tau bahwa pernduduk I rndonersira mayorirtas adalah berragama I rslam. 

Contohnya serperrtir kasus yang terrjadir saat kerdair ers krirm dan terh  Mirxuer yang 

mernggunakan logo halal namun terrnyata kerdair Mirxuer berlum mermirlirkir serrtirfirkat 

halal. Dalam hal irnir, serharusnya kerdair Mirxuer tirdak bolerh mermasang atau mernermpe rl 

logo halal. Logo halal hanya dirperrbolerhkan dirtermperl atau dirpasang untuk yang 

sudah mermirlirkir serrtirfirkat halal. 

Pada Tahun 2023, dirlirhat darir data yang ada pada Badan Pusat Statirstirk banyaknya 

perlaku usaha mirkro kercirl dan mernerngah yang ada dir Kota Bandar Lampung ada 

serbanyak 30.940 unirt usaha UMKM.15 Namun, merngernair perndaftaran serrtirfirkat 

                                                             
13 M.Kholid Muslih, Ti’an Nur Ma’rifat & Imroatul Istiqomah, 2020, Agroindustri Halal. 

UNIDA Gontor Press. hlm 157. 
14 Zulham,op.cit., hlm 7. 
15 Badan Pusat Statistik.Kabupaten Pringsewu “ Jumlah Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021-2023” 
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halal dir kota Bandar Lampung masirh berlum merncapair 50% darir total jumlah 

UMKM yang ada dir Kota Bandar Lampung. Jumlah UMKM yang sudah 

merlakukan serrtirfirkasir halal dir Kota Bandar Lampung dapat dirlirhat pada werbsirte r 

Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) yang dirmana perlaku usaha 

yang sudah merngajukan serrtirfirkasir halal adalah serbanyak 10.377 perlaku usaha yang 

sudah merngajukan produknya.16 Dirlirhat darir data diratas, terrjadir kertirmpangan yang 

sangat terrlirhat, dirmana terrnyata pada praktirknya masirh banyak serkalir perlaku usaha 

terrutama Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah (UMKM) yang berlum merndaftarkan 

produknya untuk berrserrtirfirkat halal. 

Maka berrkairtan derngan urairan latar berlakang dir atas, pernulirs irngirn merngkajir lerbirh 

dalam derngan skrirpsir yang berrjudul “E rferktirvirtas Hukum dalam Perlaksanaan 

Serrtirfirkasir Halal olerh Perlaku Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah (UMKM) dir Kota 

Bandar Lampung” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berrdasarkan urairan darir latar berlakang diratas, maka perrmasalahan yang tirmbul 

dalam pernerlirtiran irnir adalah : 

a. Bagairmanakah perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku Usaha Mirkro dan 

Kercirl dir Kota Bandar Lampung ? 

b. Apa saja yang mernjadir faktor perndukung dan faktor pernghambat darir 

perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku Usaha Mirkro dan Kercirl dir Kota 

Bandar Lampung ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/9/345/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-

menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:06. 
16 Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, 

http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c, diakses pada 

tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:31. 

https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/9/345/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html
https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/9/345/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html
http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lirngkup pernerlirtiran irnir terrmasuk ker dalam hukum kerperrdataan yang terrkairt 

merngernair perrlirndungan konsumern yang dirmana konsumern mermirlirkir hak atas 

keramanan dan kerserlamatan suatu produk, salah satunya adalah derngan serrtirfirkasir 

halal. Pernerlirtiran irnir dirfokuskan pada perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku usaha 

mirkro dan kercirl (UMK) dan para perlaku usaha wajirb mermberrirkan irnformasir 

merngernair produknya derngan bernar dan jerlas. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan yang irngirn dircapair merlaluir pernerlirtiran irnir adalah serbagair berrirkut : 

a. Untuk mernganalirsirs bagairmana perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku 

Usaha Mirkro dan Kercirl dir Kota Bandar Lampung. 

b. Untuk mernganalirsirs faktor perndukung dan faktor pernghambat darir 

perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku Usaha Mirkro dan Kercirl dir Kota 

Bandar Lampung. 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 
 
Berrdasarkan tujuan pernerlirtiran diratas, maka kergunaan darir dirlakukannya pernerlirtiran 

irnir adalah serbagair berrirkut : 

a. Sercara Terorirtirs, derngan dirlakukannya pernerlirtiran merngernair serrtirfirkasir halal 

olerh UMKM dir Kota Bandar Lampung atas berrlakunya Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal dapat mermperrluas 

khazanah kerirlmuan dan perngermbangan hukum perrlirndungan konsumern.  

b. Sercara Praktirs, derngan dirlakukannya pernerlirtiran irnir dirharapkan akan 

mernambah wawasan dan permahaman masyarakat merngernair perntirngnya 

serbuah produk terrserrtirfirkasir halal karerna serbagair berntuk perrlirndungan 

konsumern dan terrdapat juga hak konsumern atas keramanan dan kerserlamatan 

suatu produk.  

 

 



 

 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Tinjauan Umum tentang Halal dan Haram 

2.1.1 Pengertian Halal  

 

I rslam mermberrirkan perdoman bagir umat manusira dalam berrbagair asperk kerhirdupan, 

terrutama pada asperk makanan yang dir mana I rslam mermberrirkan syarat bahwa 

makanan dalam I rslam haruslah mermernuhir dua syarat yairtu halal dan Thayyirb. Dir 

dalam agama I rslam, manusira dalam merngkonsumsir sersuatu dirbagir atas dua yairtu 

makanan haram dan halal mernurut Alquran. Halal berrartir terrberbas darir sergala 

berntuk yang terlah dirharamkan dir dalam I rslam, serperrtir, darah, bangkair, dagirng babir, 

dan birnatang yang dirsermberlirh tanpa mernyerbut nama Allah. Umat yang berragama 

I rslam hanya dirperrbolerhkan merngkonsumsir makanan atau mirnuman yang juga 

berrsirfat thayyirb, yairtu bairk untuk tubuh dan kerserhatan manusira. Dir mana kirta 

serbagair umat manusira tirdak bolerh mermakan makanan yang merrusak tubuh, 

kerserhatan akal dan kerhirdupan manusira. Serlairn irtu, umat muslirm juga tirdak 

dirperrkernankan untuk merngonsumsir makanan yang cara merndapatkannya sercara 

haram, serperrtir merrampok, merncurir, dan perrbuatan haram lairnnya.17 

Halal terrbagir dua yairtu berrdasarkan prosers dan halal berrdasarkan substansir. Halal 

berrdasarkan prosers yairtu pangan yang berrasal darir tumbuhan dan irkan pada waktu 

prosers perngolahan, pernyirmpanan, transportasir serrta alat yang dirpakair tirdak habirs 

dirgunakan untuk babir dan bahan tambahannya halal bairk berrasal darir tumbuhan 

dan herwan yang dirsermberlirh derngan mernyerbut nama Allah.18 

                                                             
17Institut Agama Islam Sahid, “ Halal dan Thayyib  Sebagai Syarat Makanan Islami 

(Menyikapi Berita Klepon Bukan Makanan Islami)”,  https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-

syarat-makanan-islami/, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024 Pukul 10:09 
18 Nurlaela,dkk, Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, (Pustaka 

Almaida, 2021)hlm 33 

https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/
https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/
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Halal berrdasarkan substansir yaknir: 

1. Tirdak merngandung dagirng babir atau birnatang yang dirlarang olerh ajaran I rslam 

untuk mermakannya 

2. Sermua berntuk mirnuman yang tirdak merngandung alkohol. 

 

 

2.1.2 Kriteria Halal 

 

Makanan dirkatakan halal palirng tirdak harus mermernuhir tirga krirterrira, yairtu halal 

zatnya, halo cara perrolerhannya, dan halal cara perngolahannya:19 

a. Halal Zatnya  

Dalam serbuah hadirs yang dirrirwayatkan I rbnu Majah dan at- Tirrmirzir, Rasulullah  

SAW berrsabda: 

 

"Barang halal adalah yang dirhalalkan Allah dalam kirtabnya dan sersuatu yang 

tirdak dirjerlaskan maka barang i rtu terrmasuk yang dirmaafkan olerhnya" 

 

Maka irsir hadirs terrserbut mernjerlaskan kerpada kirta bahwa makanan apapun pada 

dasarnya halal dirkonsumsir, kercualir ada larangan yang mernjerlaskannya, yairtu 

yang mernergaskan bahwa makanan irtu haram untuk dirkonsumsir olerh manusira  

terrutama yang berragama muslirm. 

 

b. Halal Cara Perrolerhannya 

Makanan yang sermula halal akan berrubah mernjadir haram apabirla perrolerhannya 

derngan cara yang tirdak sah. Serbab irtu untuk mermperrolerh makanan yang halal 

herndaknya kirta juga harus mernggunakan cara yang sah dalam me rmperrolerhnya 

yang sersuair derngan syarirat. Allah SWT berrfirrman , yairtu : 

 

"Hai r orang-orang yang berrirman, janganlah kamu salirng mermakan harta 

sersamamu derngan jalan yang batirl, kercualir derngan jalan perrniragaan yang 

berrlaku derngan suka sama suka dirantara kamu dan janganlah kamu 

mermbunuh dirrirmu. Sersungguhnya Allah adalah maha pernyayang kerpadamu". 

                                                             
19 Ibid.hlm 35 
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Jirka makanan dirperrolerh derngan cara yang haram merskirpun zatnya halal akan 

tertap dirkatakan haram. Adapun serbab alasan perrharaman irtu antara lairn karerna 

terlah mernjadir perrampasan hak manusira olerh serserorang yang tirdak berrhak yang 

dirlakukan derngan cara merlawan hukum serperrtir merncurir merrampok mernirpu. 

Mernurut syarirat, sanksir bagir perlaku adalah akan merndapatkan dosa dan sirksa 

kerlak dir kermudiran harir atau sanksir dir akhirrat dirhadapan Allah SWT. 

 

c. Halal Cara Perngolahannya 

Makanan-makanan halal dapat berrubah mernjadir haram apabirla cara 

perngolahannya tirdak sersuair derngan tuntutan syarirat. Mirsalnya kertirka kambirng 

yang matir tanpa dirsermbe rlirh, anggur yang dirolah mernjadir mirnuman kerras atau 

bakso yang dirolah derngan lermak babir. Adapun ajaran yang mernganjurkan 

merngkonsumsir makanan yang toyyirban (yang dirserbut dalam Al- Quran dan 

hadirst) adalah makanan yang bairk. Bairk dalam artir berrmanfaat dan tirdak 

merngganggu kerserhatan tubuh. Apabirla merngandung girzir dan virtamirn yang 

berrmanfaat dan merncukupir untuk kerserhatan tubuh kirta maka makanan irtu 

masuk katergorir bairk. Serdangkan, yang dirmaksud tirdak merngganggu kerserhatan 

adalah berrbagair jernirs makanan yang tirdak mernjirjirkan, tirdak mermbusuk ataupun 

rusak. Allah SWT berrfirrman, yairtu : 

 

"Allah mernghalalkan bagir merrerka sergala yang bairk dan merngharapkan bagir 

merrerka sergala yang buruk". 

 

 

2.1.3 Pengertian Haram dan Kategori Haram 

 

Sercara bahasa, haram berrasal darir bahasa Arab harama yang artirnya larangan. 

Serhirngga haram birsa dirartirkan serbagair sersuatu yang merngandung artir hukuman, 

dosa, dan cerlaan. Sermerntara mernurut irstirlah, haram adalah sertirap perrbuatan 

terrlarang dan terrcerla yang dirtuntut syar'ir untuk dirtirnggalkan derngan dalirl yang 



12 
 

tergas dan pastir, serrta dirirkutir derngan ancaman hukuman bagir perlakunya dan 

irmbalan bagir orang yang mernirnggalkannya.20 

Haram terrdirrir darir berberrapa katergorir , yairtu : 

a. Dzatir dan 'Aradhir 

Haram dzatir yairtu sercara langsung birsa dirderduksir darir dalirl syar'ir, serperrtir 

kerharaman mirnum mirnuman kerras. Adapun haram 'Aradhir yairtu berrkairtan 

derngan perrbuatan yang sercara dzat tirdak haram, tertapir ira akan haram karerna 

nazar atau sumpah. 

b. Syar'ir dan 'Aqlir 

Haram syar'ir yairtu haram yang dirtertapkan merlaluir dalirl syar'ir, serperrtir 

berrbohong. Sermerntara haram 'Aqlir yairtu haram yang dirtertapkan merlaluir hukum 

akal, serperrtir makan makanan yang mermbahayakan. 

c. Nafsir dan Ghairrir 

Haram nafsir yairtu amalan yang dirharamkan karerna mermang pada dasarnya 

amalan terrserbut amalan haram, serperrtir mermbahayakan orang lairn yang pada 

dasarnya ira merrupakan perrbuatan haram. 

Serdangkan haram gairrir yairtu amalan yang kerharamannya dirserbabkan karerna 

mernjadir permbuka bagir amalan haram lairnnya, serperrtir mernanam pohon anggur 

yang dirniratkan untuk mernyirapkan mirnuman kerras. 

d. Abadir dan Ghairruabadir 

Haram abadir yairtu haram yang berrlaku untuk serlamanya, serperrtir kerharaman 

mernirkah derngan irbu merrtua. Sermerntara haram ghairruabadir haram yang 

dirmungkirnkan untuk dirangkat serperrtir kerharaman mernirkah derngan saudara irstrir 

(irpar) yang mana kerharaman irnir berrlaku hanya pada saat hubungan perrnirkahan 

masirh berrlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Kumparan, “Pengertian Haram dan Halal dalam Syariat Agama Islam”, 

https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-haram-dan-halal-dalam-syariat-agama-islam-

1xdcKxYkiRx/1, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 19:27. 

https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-haram-dan-halal-dalam-syariat-agama-islam-1xdcKxYkiRx/1
https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-haram-dan-halal-dalam-syariat-agama-islam-1xdcKxYkiRx/1
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2.2 Tinjauan Umum tentang Produk Halal 

2.2.1 Pengertian Produk Halal 

 

Mernurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal 

(UU JPH) pada pasal 1 dirjerlaskan merngernair perngerrtiran darir produk adalah barang 

dan atau jasa yang terrkairt derngan makanan, mirnuman, obat, kosmertirk, produk 

kirmirawir, produk birologir, produk rerkayasa gernertirk, serrta barang gunaan yang 

dirpakair, dirgunakan, atau dirmanfaatkan olerh masyarakat. Pada Pasal 1 UU JPH juga 

dirjerlaskan merngernair perngerrtiran darir Produk Halal, dirjerlaskan bahwa produk halal 

adalah produk yang terlah dirnyatakan halal sersuair derngan syarirat Irslam. Produk 

juga dapat dirartirkan serbagair sergala sersuatu yang dapat dirtawarkan produsern untuk 

dirperrhatirkan, dirmirnta, dircarir, dirgunakan, atau dirkonsumsir pasar serbagair 

permernuhan kerbutuhan atau kerirngirnan pasar yang berrsangkutan. 

 

 

2.2.2 Unsur – Unsur Produk 

 

Unsur-unsur produk  dirpandang perntirng olerh konsumern yang dirjadirkan dasar 

perngambirlan kerputusan permberliran. Atrirbut produk merlirputir merrerk, kermasan 

permberriran laberl, dan jamirnan. 

a. Merrerk  

Merrupakan nama, irstirlah, sirmbol atau lambang dersairn, warna, gerrak atau 

kombirnasir atrirbut-atrirbut produk lairnnya yang dirharapkan dapat mermberrirkan 

irderntirtas produk dan dirferrernsirasir terrhadap produk persairng. 

b. Kermasan  

Merrupakan prosers yang berrkairtan derngan perrancangan dan permbuatan wadah 

atau permbungkus untuk suatu produk. 

c. Permberriran laberl  

Merrupakan bagiran darir suatu produk yang mernyampairkan irnformasir merngernair 

produk dan pernjual. Serbuah laberl birsa merrupakan bagiran darir kermasan atau 

birsa pula merrupakan tanda perngernal yang ada pada produk. 
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d. Jamirnan 

adalah janjir yang merrupakan kerwajirban produsern atas produknya kerpada 

konsumern, dir mana para konsumern akan dirberrir gantir rugir birla produk terrnyata 

tirdak birsa berrfungsir serbagairmana yang dirharapkan atau dirjanjirkan. 

 

 

2.3 Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal 

2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal 

 

Serrtirfirkasir halal adalah suatu jamirnan bahwa produk yang dirkonsumsir atau 

dirhasirlkan olerh produsern terlah mermernuhir standar halal yang dirakuir olerh pirhak 

berrwernang.21 Serrtirfirkat halal adalah perngakuan kerhalalan suatu produk yang 

dirterrbirtkan olerh Badan Jamirnan Pernyerlernggara Produk Halal (BPJPH) berrdasarkan 

fatwa halal terrtulirs atau pernertapan kerhalalan produk olerh MUI r. Hal irnir perntirng bagir 

konsumern bairk yang berragam muslirm ataupun yang tirdak berragama muslirm yang 

irngirn mermastirkan bahwa makanan atau produk yang merrerka gunakan sersuair 

derngan aturan yang merrerka anut. 

Serrtirfirkasir halal mermirlirkir perran yang sangat perntirng terrutama dalam dunira irndustrir 

pangan. Serperrtir yang sudah banyak kirta kertahuir bahwa dalam agama I rslam, 

mermakan makanan yang halal merrupakan serbuah kerwajirban. Olerh Karerna I rtu, 

serrtirfirkasir halal mernjadir hal yang wajirb dirlakukan olerh para perlaku usaha yang 

berrgerrak dalam irndustrir pangan. Dir dalam prosersnya juga perlatirhan dan serrtirfirkasir 

komperternsir audirtor halal juga dirperrlukan serbagair upaya untuk mermastirkan bahwa 

produk yang dirhasirlkan bernar-bernar halal dan layak dirkonsumsir sersuair derngan 

syarirat Irslam. Darir prosers serrtirfirkasir halal akan dirperrolerh serrtirfirkat halal MUI r untuk 

produk. Serrtirfirkat halal MUI r adalah fatwa terrtulirs majerlirs ulama Irndonersira yang 

mernyatakan kerhalalan suatu produk sersuair derngan syarirat Irslam. Serrtirfirkat halal 

MUI r irnir merrupakan syarat untuk merndapatkan irzirn perncantuman laberl halal yang 

kermasan produk darir irnstansir permerrirntah yang berrwernang. 

                                                             
21 Fahmi Cholid, Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen, Jurnal 

Universitas Muhammadiyah Surabaya,2023. 
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Prosers suatu produk makanan atau mirnuman agar terrmasuk dalam klasirfirkasir 

serrtirfirkasir halal adalah prosers yang sersuair derngan standar hal-hal yang terlah 

dirterntukan olerh agama I rslam. Berberrapa standar atau syarat yang dirmaksud adalah 

serbagair berrirkut:22 

a. Tirdak merngandung babir atau merngandung produk-produk yang berrasal darir 

babir serrta tirdak mernggunakan alkohol serbagair bahan yang serngaja 

dirtambahkan. 

b. Dagirng yang dirgunakan berrasal darir dagirng herwan halal yang dirsermberlirh 

mernurut tata cara syarirat Irslam yairtu derngan birsmirllah. 

c. Sermua berntuk mirnuman yang tirdak berralkohol 

d. Sermua termpat pernyirmpanan, termpat pernjualan, perngolahan, termpat 

perngerlolaan dan termpat transportasir tirdak dirgunakan untuk babir atau barang 

tirdak halal lairnnya termpat terrserbut harus lerbirh dahulu dirberrsirhkan derngan 

tata cara yang diratur dalam syarirat Irslam. 

 

 

2.3.2 Awal Mula Kebijakan Sertifikasi Halal 

 

Kerbirjakan serrtirfirkasir halal dir I rndonersira perrtama kalir dirperrkernalkan pada tahun 2001 

derngan dirkerluarkannya Kerputusan Mernterrir Agama Nomor 518 Tahun 2001 terntang 

kerterntuan dan tata cara permberriran laberl halal pada produk yang dirpasarkan. Dalam 

kerbirjakan irnir mernterrir agama mernunjuk lermbaga perngkajiran pangan, obat-obatan, 

dan kosmertirk majerlirs ulama I rndonersira atau LPPOM MUI r serbagair lermbaga yang 

berrwernang untuk mermberrirkan serrtirfirkasir halal pada produk yang irngirn dirpasarkan 

dir I rndonersira. 

Serirrirng derngan berrkermbangnya, tuntutan pasar dan mernirngkatnya kersadaran 

masyarakat akan perntirngnya konsumsir produk halal, maka pada tahun 2014, 

permerrirntah merngerluarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 terntang jamirnan 

produk halal yang merwajirbkan serluruh produk yang berrerdar dir I rndonersira harus 

mermirlirkir serrtirfirkasir halal yang dirkerluarkan olerh LPPOM MUI r atau lermbaga 

serrtirfirkasir halal yang terrakrerdirtasir olerh Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal 

(BPJPH) yang merrupakan lermbaga dir bawah kermernterriran agama. Kerbirjakan irnir 

                                                             
22 Nurlaela,dkk. op.cit, hlm 37 
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merrupakan upaya permerrirntah dalam me rlirndungir hak konsumern untuk mermperrole rh 

produk halal dan mernirngkatkan daya sairng produk I rndonersira dir pasar global.23 

 

 

2.3.3 Manfaat Lebelisasi Halal 

Kersadaran konsumern terrhadap produk yang akan dirberlir sermakirn lama sermakirn 

tirnggir, serirrirng mernirngkatnya perran merdira dan prosers erdukasir produk olerh produsern. 

Manfaat nergoirsasir halal untuk merlirndungir konsumern darir tirndakan curang produse rn 

terrhadap produk makanan yang dirproduksirnya. Munculnya laberl Halal yang terrterra 

dalam kermasan produk berrfungsir serbagair bahan perrtirmbangan bagir konsumern 

dalam mermbuat kerputusan permberliran produk yang halal, maka darir irtu sertirap 

produsern makanan bairk makanan olahan maupun olahan herndaknya merndaftarkan 

produknya untuk merndapatkan serrtirfirkasir halal yang berrfungsir untuk 

merncantumkan laberl halal. 

 

 

2.3.4 Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikasi Halal 

 
Laberl halal atau logo halal yang dircantumkan perlaku usaha pada kermasan 

produknya adalah yang dirkerluarkan olerh Majerlirs Ulama I rndonersira (MUI r), 

perrusahaan makanan, mirnuman, kosmertirk, atau obat-obatan yang terlah dirperrirksa 

asal bahan bakunya, sumberr bahan bakunya, prosers produksnya dan hasirl akhirrnya. 

Namun, dalam pernyerlernggaraannya dirlakukan olerh badan pernyerlernggara jamirnan 

produk halal atau bpjph yang berrtugas merlaksanakan pernyerlernggaraan jamirnan 

produk halal sersuair derngan kerterntuan perraturan perrundang-undangan. Serdangkan 

dalam tugas merme rrirksa atau merngujir kerhalalan suatu produk dirlakukan ole rh 

lermbaga pernyerle rnggara halal atau LPH yang dir mana lph merlaluir audirtornya akan 

mermerrirksa dan merngujir merngernair kerhalalan suatu produk. 

 

Alur Prosers Serrtirfirkasir Halal serrtirfirkasir halal adalah serbagair berrirkut : 

1. Alur prosers serrtirfirkasir halal berrawal darir perlaku usaha merlakukan 

perrmohonan serrtirfirkasir halal derngan kerlerngkapan dokumern serperrtir data 

                                                             
23 Fahmi Cholid, op.cit. 
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perlaku usaha, nama dan jernirs usaha, perngolahan produk, daftar produk dan 

bahan yang dirgunakan dokumern sirsterm jamirnan produk halal.  

2. Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) akan merlakukan 

perngercerkan terrhadap kerlerngkapan dokumern dan mernertapkan lermbaga 

Permerrirksa Halal (LPH).  

3. Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) akan merlakukan permerrirksaan dan 

perngujiran kerhalalan suatu produk merlaluir audirtor yang langsung turun ker 

perlaku usaha untuk merlakukan permerrirksaan dan perngujiran apakah suatu 

produk sudah sersuair derngan syarat-syarat perngajuan serrtirfirkasir halal. 

4. Serterlah Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) terlah merlakukan perngujiran 

kermudiran MUI r akan mernertapkan kerhalalan suatu produk merlaluir sirdang 

fatwa halal dan hasirl darir sirdang fatwa halal akan dirirnformasirkan kerpada 

Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) apakah suatu produk 

terrserbut dapat dirberrirkan serrtirfirkat halal atau tirdak. Serterlah MUI r terlah 

mernertapkan suatu produk terlah mermernuhir sergala standar maka Badan 

Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) akan mernerrbirtkan serrtirfirkat 

halal. 

 

 

2.4 Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal 

2.4.1 Pengertian Jaminan Produk Halal dan Dasar Hukumnya 

 
Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang jamirnan produk halal 

dirjerlaskan bahwa jamirnan produk halal yang dirsirngkat JPH adalah kerpastiran hukum 

terrhadap kerhalalan suatu produk yang dirbuktirkan derngan serrtirfirkat halal. Jamirnan 

akan produk halal merrupakan hal yang perntirng dalam hal mermberrirkan jamirnan dan 

mermberrirkan kerpastiran hukum kerpada konsumern, merlirhat kondirsir saat irnir, dirmana 

masyarakat sudah mulair sadar akan perntirngnya kerhalalan suatu produk. Ole rh 

karerna irtu, permerrirntah merlakukan upaya untuk mernjamirn kerpastiran hukum 

masyarakat terrhadap kerhalalan suatu produk derngan merngerluarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terntang Jamirnan Produk Halal pada 17 Oktoberr 

2014. UU JPH pada dasarnya hanya mernergaskan kermbalir substansir hukum yang 

terlah diratur dalam perraturan perrundang-undangan yang ada serberlumnya derngan 
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mernirtirkberratkan pada upaya hukum yang sercara spersirfirk mermbe rrirkan jamirnan 

perrlirndungan hukum kerpada masyarakat, khususnya masyarakat Irslam serbagair 

pirhak yang berrkerperntirngan derngan merngkonsumsir makanan, mirnuman, obat-

obatan, kosmertirka, dan lairn serbagairnya. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 

terntang perrlirndungan konsumern mernyatakan bahwa perlaku usaha dirlarang 

mermproduksir dan atau mermperrdagangkan barang dan atau jasa yang tirdak 

merngirkutir kerterntuan berrproduksir sercara halal, serbagairmana perrnyataan halal yang 

dircantumkan dalam laberl.24 

Perngaturan merngernair produk halal dir sirnir mernggunakan prirnsirp Lerx Sperciralirs 

derrogater lergir gernerrali rs, dir mana kerhadirran undang-undang Nomor 33 tahun 2014 

terntang jamirnan produk halal dir terngah-terngah berrbagair perraturan perrundang-

undangan yang berrkairtan derngan kerhalalan dan perncantuman lerberl halal adalah 

serbagair kerterntuan yang berrsirfat khusus serbagair payung hukum atas jamirnan 

terrhadap produk yang halal serhirngga merngersampirngkan perraturan lairn yang 

berrsirfat umum. Derngan adanya perraturan irnir, dirharapkan bahwa para perlaku usaha 

merlakukan serrtirfirkasir halal serbagair berntuk jamirnan produk halal kerpada para 

konsumern yang akan merlakukan permberliran terrhadap produk. Jamirnan pada 

perraturan irnir tirdak hanya dalam hal makanan, namun juga dalam hal mirnuman, obat 

-obatan bahkan hirngga kosmertirk. 

 

 

2.5 Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

2.5.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

 

Badan Pernyerle rnggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) merrupakan salah satu 

lermbaga perndukung dir Kermernterriran Agama Rerpublirk I rndonersira yang berrada dir 

bawah dan berrtanggung jawab kerpada Mernterrir Agama yang mermirlirkir tugas 

merlaksanakan pernyerlernggaraan jamirnan produk halal sersuair derngan kerterntuan 

perraturan perrundang-undangan. Badan pernyerlernggara jamirnan produk halal 

(BPJPH) dirberntuk pada Oktoberr pada tahun 2017 berrdasarkan amanat Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal (JPH) yang dirsahkan 

                                                             
24 Abdurrahman Konoras, op.cit., hlm.1 
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olerh prersirdern RI r Susirlo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktoberr tahun 2014. 

Undang-undang terrserbut mernyatakan bahwa BPJPH harus dirberntuk palirng lambat 

3 tahun terrhirtung serjak undang-undang jamirnan produk halal dirundangkan. 

Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal terlah diramanatkan olerh undang-

undang nomor 33 tahun 2014 terntang jamirnan produk halal. Undang-undang 

terrserbut merngamanatkan bahwasanya produk yang berrerdar dir I rndonersira terrjamirn 

ker halaman produknya olerh karerna irtu Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal 

(BPJPH) mermpunyair fungsir dan tugas untuk mernjamirn kerhalalan suatu produk 

yang berrerdar dan dirpasarkan dir I rndonersira.25 

 

Virsir darir BPJPH adalah: 

“Mernjadi r pernyerlernggara jamirnan produk halal terrkermuka dir dunira” 

 

Mirsir :  

1. Merwujudkan sirsterm layanan rergirstrasir dan serrtirfirkasir halal yang 

berrkualirtas. 

2. Merwujudkan sirsterm permbirnaan dan perngawasan yang erferktirf. 

3. Merwujudkan jarirngan kerrjasama kerlermbagaan dan standarirsasir jamirnan 

produk halal. 

Dalam mernyerlernggarakan Jamirnan Produk Halal (JPH), Badan Pernyerlernggara 

Jamirnan Produk Halal (BPJPH) berkerrjasama derngan kermernterriran dan atau 

lermbaga terrkairt, Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH), Lermbaga Perndampirng Prosers 

Produk Halal (LP3H), Majerlirs Ulama I rndonersira (MUI r) dan komirter fatwa produk 

halal. BPJPH juga merlaksanakan kerrjasama irnterrnasironal dalam jamirnan produk 

halal.26 

 

 

 

                                                             
25 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jendral Perbendaharaan. 

“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”. 

https://bludjpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=229 

Diakses pada 30 September 2024 pukul 18:46. 
26 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama RI. “Tentang 

BPJPH”. https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph Diakses pada 30 September 2024 pukul 

19:04. 

https://bludjpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=229
https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph
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Berberrapa Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) yang ada dir Lampung adalah serbagair 

berrirkut :  

 

NO Nama Lembaga Pemeriksa Halal 

1 LPH LPPOM MUI r Lampung 

2 LPH UI rN Radern I rntan Lampung 

3 LPH Balair Standarirsasir dan Perlayanan Jasa I rndustrir (BSPJI r) Bandar 

Lampung 

4 LPH PT SUCOFI rNDO 

5 Pusat Halal I rTErRA 

 

 

2.5.2 Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

 

Berrdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 terntang Jaamirnan Produk Halal 

dirserbutkan bahwa dalam pernyerlernggaraan Jamirnan Produk Halal (JPH), Badan 

Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) berrwernang untuk : 

1. Merrumuskan dan mernertapkan kerbirjakan JPH.  

2. Mernertapkan norma, standar proserdur dan krirterrira JPH. 

3. Mernerrbirtkan dan merncabut serrtirfirkasir halal dan laberl halal pada produk.  

4. Merlakukan rergirstrasir serrtirfirkasir halal pada produk luar nergerrir. 

5. Merlakukan sosiralirsasir erdukasir dan publirkasir produk halal.  

6. Merlakukan akrerdirtasir terrhadap LPH. 

7. Merlakukan rergirstrasir audirtor halal.  

8. Merlakukan perngawasan terrhadap jph, serrta  

9. Merlakukan kerrjasama derngan lermbaga dalam dan luar nergerrir dir birdang 

pernyerlernggaraan JPH. 

 

Badan Pernye rlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) dalam merlaksanakan 

werwernangnya serbagairmana yang terlah dirmaksud pada Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tertang Jamirnan Produk Halal berkerrjasama derngan berberrapa 

lermbaga yairtu, Kermernterriran Agama atau lermbaga terrkairt, Lermbaga Permerrirksa 

Halal (LPH), dan Majerlirs Ulama I rndonersira (MUI r).  
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2.6 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.6.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 

Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah (UMKM) Mernurut Perraturan Permerrirntah 

Nomor 7 Tahun 2021 terntang Kermudahan, Perlirndungan, dan Permberrdayaan 

Koperrasir dan Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah pada Pasal 1 dirjerlaskan merngernair 

apa yang dirmaksud derngan usaha mirkro, kercirl dan mernerngah serbergair berrirkut: 

Usaha Mirkro adalah usaha produktirf mirlirk orang perrorangan atau badan usaha 

perrorangan dan/atau badan usaha perrorangan yang mermernuhir krirterrira Usaha Mirkro 

serbagairmana diratur dalam perraturan permerrirntah irnir, yairtu derngan modal usaha 

palirng banyak Rp. 1.000.000.000 (satu mirlirar rupirah) dan jumlah omsert maksirmal 

Rp. 2.000.0000.000 (dua mirlirar rupirah). 

Usaha Kercirl adalah usaha produktirf yang berrdirrir serndirrir, yang dirlakukan olerh orang 

perrorangan atau badan usaha yang bukan merrupakan anak perrusahaan atau bukan 

cabang perrusahaan yang dirmirlirkir, dirkuasair, atau mernjadir bagiran bairk langsung 

maupun tirdak langsung darir usaha mernerngah atau usaha bersar yang mermernuhir 

krirterrira usaha kercirl serbagairmana dirmaksud dalam perraturan permerrirntah irnir, yairtu 

mermirlirkir modal lerbirh darir Rp. 1.000.000.000 (satu mirlirar rupirah) sampair derngan 

palirng banyak Rp. 5.000.000.000 (Lirma Mirlirar Rupirah) dan jumlah omsert lerbirh darir 

Rp. 2.000.000.000 (dua mirlirar rupirah) sampair derngan palirng banyak Rp. 

15.000.000.000 (lirma berlas mirlirar rupirah). 

Usaha Mernerngah adalah usaha erkonomir produktirf yang berrdirrir serndirrir yang 

dirlakukan olerh orang perrorangan atau badan usaha yang bukan merrupakan anak 

perrusahaan atau cabang perrusahaan yang dirmirlirkir, dirkuasair, atau mernjadir bagiran 

bairk langsung maupun tirdak langsung derngan usaha kercirl atau usaha bersar yang 

mermernuhir krirterrira usaha mernerngah serbagairmana diratur dalam perraturan 

permerrirntah irnir. Usaha mernerngah mermirlirkir modal usaha lerbirh darir Rp 

5.000.000.000 (lirma mirlirar rupirah) sampair derngan palirng banyak Rp 

10.000.000.000 (serpuluh mirlirar rupirah) tirdak terrmasuk tanah dan bangunan termpat 

usaha. 
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Salah satu tujuan darir adanya UMKM adalah mernumbuhkermbangkan usaha dalam 

rangka mermbangun perrerkonomiran nasironal berrdasarkan dermokrasir erkonomir yang 

berrkeradirlan. Maksud darir hal irnir adalah UMKM merrupakan alat perrjuangan 

nasironal untuk mernumbuhkan dan mermbangun perrerkonomiran nasironal derngan 

merlirbatkan serbanyak mungkirn perlaku erkonomir berrdasarkan poternsir yang dirmirlirkir 

atas dasar keradirlan bagir sermua permangku kerperntirngan.27 

 

 

2.6.2 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Serirrirng derngan berrkermbangnya zaman, mulair banyak berrmunculan merngernair 

berrbagair macam jernirs darir Usaha Mirkro Kercirl dan Mernerngah (UMKM). Usaha 

Mirkro Kercirl dan Mernerngah dirberdakan mernjadir 5 jernirs, yairtu28 :  

1. Usaha Kulirnerr 

Jernirs Usaha Mirkro, Kercirl, dan Mernerngah (UMKM) yang palirng banyak 

dirmirnatir olerh berrbagair perlaku usaha adalah serktor kulirnerr, hal irnir 

dirserbabkan olerh kerbutuhan modal awal yang rerlatirf rerndah untuk mermulair 

jernirs usaha irnir. Contohnya serperrtir frozern food, mirnuman, bahkan bahan 

bakunya. 

2. Usaha Fashiron 

Jernirs Usaha Mirkro, Kercirl, dan Mernerngah (UMKM) yang kerdua berrfokus 

pada serktor fashiron. Pada hal irnir merncakup permbuatan dan pernjualan 

pakairan berserrta serluruh produk perndukungnya, serperrtir aksersorir, topir, dan 

alas kakir. Dalam konterks irnir, tirdak dirwajirbkan untuk mermproduksir barang 

fashiron sercara mandirrir. Perlaku UMKM dapat berrpartirsirpasir dalam irndustrir 

irnir merlaluir berrbagair moderl birsnirs, terrmasuk serbagair rerserllerr atau derngan 

merngirmpor pakairan thrirft. 

3. Usaha Kercantirkan 

Jernirs Usaha Mirkro Kercirl dan Mernerngah (UMKM) yang kertirga berrfokus 

pada kercantirkan. Perlaku UMKM dapat mernjual produk serperrtir maker up atau 

skirncarer. 

                                                             
27 Erna Listyaningsih, Apip Alansori, UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( 

Yogyakarta : Penerbit Andi,2020). Hlm 3. 
28 Tim Amartha, Pengertian UMKM, Jenis, Fungsi dan Cara Mendaftarnya, 

https://amartha.com/blog/work-smart/pengertian-umkm-jenis-fungsi-dan-cara-mendaftar/ Diakses 

Pada 11 November 2024 Pukul 23:00. 

https://amartha.com/blog/work-smart/pengertian-umkm-jenis-fungsi-dan-cara-mendaftar/
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4. Usaha Agrirbirsnirs 

Jernirs Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah (UMKM) yang kerermpat berrfokus 

pada birdang perrtaniran. Berberrapa produk agrirbirsnirs yang dapat dirjual ole rh 

perlaku usaha adalah hasirl kerbun, birbirt tanaman, pot.  

5. Usaha Otomotirf  

Jernirs Usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah (UMKM) yang kerermpat berrfokus 

pada birdang otomotirf dan banyak dirirncar olerh kalangan muda. Produk yang 

birsa dirjual olerh perlaku usaha adalah serperrtir sperakerr, jok motor, jok mobirl, 

rerntal mobirl, rerntal motor dan serbagairnya.  

 

 

2.7 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum 

2.7.1 Pengertian Efektivitas Hukum 

 

Kata E rferktirvirtas berrasal darir kata erferktirf yang dir dalam Kamus Bersar Bahasa 

I rndonersira (KBBI r) dirjerlaskan E rferktirf adalah sersuatu yang ada erferknya ( akirbatnya, 

perngaruhnya kersannya) serjak dirmulair berrlakunya suatu undang-undang atau 

perraturan. Serdangkan erferktirvirtas irtu serndirrir adalah keradaan dir mana dira dirperrankan 

untuk mermantau. Mernurut Soerrjono Soerkanto merngatakan bahwa erferktirf adalah 

taraf serjauh mana suatu kerlompok dapat merncapair tujuannya, serdangkan erferktirvirtas 

hukum tirngkat serjauh mana suatu kairdah hukum dapat merncapair tujuannya dalam 

masyarakat. Suatu hal dirkatakan erferktirf jirka output yang dirhasirlkan mermernuhir 

tujuan yang dirharapkan.29 Erferktirvirtas hukum berrartir bahwa orang bernar-bernar 

berrbuat sersuair derngan norma-norma hukum serbagairmana merrerka harus berrbuat, 

bahwa norma-norma irtu bernar-bernar dirterrapkan dan dirpatuhir.  

Terorir E rferktirvirtas (Soerrjono Soerkanto) hukum serbagair kairdah merrupakan patokan 

merngernair sirkap tirndak atau perrirlaku yang pantas.30 E rferktirvirtas hukum dalam 

tirndakan atau reralirta hukum dapat dirkertahuir apabirla serserorang mernyatakan bahwa 

suatu kairdah hukum berrhasirl atau gagal dalam merncapair tujuannya, maka hal irtu 

                                                             
29 Laudia Tysara. Liputan 6,” Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, 

Ketahui Ukurannya”. https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-

unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=3, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 9:11 
30 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia ( Jakarta: Universitas Indonesia,1976). hlm.40  

https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=3
https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=3
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birasanya dirkertahuir apakah perngaruhnya berrhasirl merngatur sirkap tirndak atau 

perrirlaku terrterntu serhirngga sersuair derngan tujuannya atau tirdak. Salah satu upaya 

yang birasanya dirlakukan agar suatu masyarakat mermatuhir kairdah hukum adalah 

derngan merncantumkan sanksir-sanksirnya. Sanksir-sanksir terrserbut birsa dalam berntuk 

sanksir nergatirf ataupun sanksir posirtirf yang maksudnya mernirmbulkan rangsangan 

agar manusira tirdak merlakukan tirndakan terrcerla.31Sercara serderrhana, dapat 

dirkatakan, bahwa serserorang taat apabirla ira berrsirkap tirndak atau berrprirlaku sersuair 

derngan harapan permberntuk hukum.32 

Mernurut Hans Kerlsern, berrbircara merngernair erferktirvirtas hukum akan berrsirnggungan 

pula derngan valirdirtas hukum. Valirdirtas hukum berrartir bahwa norma-norma hukum 

irtu merngirkat dan orang harus berrbuat, harus mermatuhir dan mernerrapkan sersuair 

derngan yang dirharuskan olerh norma-norma hukum. Erferktirvirtas Hukum berrartir 

bahwa orang bernar-bernar berrbuat sersuair derngan norma-norma Hukum 

serbagairmana merrerka harus berrbuat bahwa norma-norma irtu bernar-bernar dirterrapkan 

dan dirpatuhir.33  

 

 

2.7.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

 

Mernurut Soerrjono Soerkanto, terrdapat 5 asperk yang akan mernjadir faktor dalam 

mermperngaruhir erferktirvirtas atas pernerrapan serbuah hukum dir masyarakat, yairtu : 

Faktor hukum, faktor sarana atau fasirlirtas, faktor masyarakat, faktor budaya 

masyarakat dan faktor pernergakan hukum. 

 

1. Faktor Hukum   

Suatu hukum dapat dirkatakan berrfungsir derngan bairk jirka dalam berrlakunya 

hukum terrserbut merngirkutir asas-asas yang sersuair untuk hukum terrserbut 

merncapair tujuannya, serhirngga dapat dirkatakan erferktirf. Hukum birsa mernjadir 

ganguan terrhadap pernergakan hukum juga birsa dirkarernakan kertirdakjerlasan dir 

                                                             
31 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, ( Bandung: Remadja Karya 

CV,2019). hlm.2 
32 Ibid, hlm.5 
33 Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam 

Barumun Raya. Hlm.2 
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dalam kata-kata yang dirperrgunakan dir dalam perrumusan pasal-pasal terrterntu 

yang merngakirbatkan kersirmpangsiruran dir dalam pernafsirran serrta 

pernerrapannya.34  

 

2. Faktor Sarana (Fasirlirtas)  

Sarana adalah sergala sersuatu yang dirgunakan serbagair alat untuk merncapair 

tujuan yang terlah dirtertapkan atau yang dirharapkan. Tanpa adanya sarana atau 

fasirlirtas terrterntu yang merndukung maka irmplermerntasir suatu hukum dalam 

masyarakat akan berrjalan tirdak optirmal.35 

3. Faktor Masyarakat 

Kersadaran masyarakat terrhadap irmplermerntasir suatu hukum dapat terrwujud 

apabirla masyarakat terlah mermahamir atau mermirlirkir perngertahuan merngernair hak 

dan kerwajirban merrerka derngan bairk, maka merrerka akan merngertahuir pula 

merngernair adanya aktirvirtas hukum yang dapat merlirndungir, mermernuhir dan 

merngermbangkankerbutuhan-kerbutuhan merrerka derngan aturan yang ada.36 

 

4. Faktor Budaya Masyarakat 

Kerbudayaaan pada dasarnya merncakup nirlair-nirlair yang merndasarir hukum yang 

berrlaku dir dalam masyarakat. Nirlair-nirlair yang dirmaksud merrupakan konserp-

konserp yang diranggap bairk (serhirngga diranutir) dan yang diranggap buruk 

(serhirngga dirhirndarir).37 

 

5. Faktor Pernergakan Hukum  

Pernergak hukum merrupakan orang atau pertugas yang berrwernang dalam 

mernerrapkan hukum dir dalam masyarakat. Pernergak hukum berrtujuan agar 

pernergakan hukum dir I rndonersira berrjalan derngan optirmal, serlairn irtu pernergak 

hukum juga harus mampu mermahamir sirtuasir dan kondirsir lirngkungan yang 

terpat untuk mernsosiralirsasirkan aturan hukum baru dan mernjadir terladan bagir 

masyarakat. 

                                                             
34 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajawali Pers,2019) hlm. 17. 
35 Ibid, hlm 37 
36 Ibid, hlm 56 
37 Ibid, hlm 60 
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2.8 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerterrangan Kerrangka Pirkirr :  

Dir I rndonersira pada tanggal 17 Oktoberr 2014 terlah dirkerluarkan dan dirsahkannya 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal serbagair 

berntuk Jamirnan dan Kerpastiran Hukum bagir masyarakat terrutama yang berragama 

I rslam, namun kerpastiran irnir tirdak hanya bagir masyarakat yang berragama I rslam tapir 

juga bagir masyarakat lairnnya. Pada perraturan irnir mernjerlaskan merngernair serrtirfirkasir 

halal yang harus dirlakukan olerh para perlaku usaha terrhadap produk yang 

dirperrjualberlirkan dir masyarakat dan dalam perraturan irnir juga mernjerlaskan merngernair 

tujuan darir Jamirnan Produk Halal (JPH) guna mermberrirkan kernyamanan dan 

keramanan serrta kerserlamatan masyarakat bairk yang berragama I rslam atau agama 

lairnnya dalam mernggunakan produk.  

Dirsahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk 

Halal juga mermberrirkan perrlirndungan pada konsumern bairk yang berragama I rslam 

maupun yang tirdak berragama I rslam,  karerna jirka perlaku usaha terlah merlakukan 

Pelaku Usaha  

Produk Pelaku Usaha 

 

Sertifikasi Halal  

 

Pelaksanaan sertifikasi halal oleh 

pelaku Usaha Mikro dan Kecil di 

Kota Bandar Lampung. 

 

Faktor pendukung dan faktor penghambat 

dari pelaksanaan sertifikasi halal oleh 

pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota 

Bandar Lampung 

Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014   
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serrtirfirkasir halal sudah dapat dirpastirkan bahwa produk yang dirperrjualberlirkan sudah 

pastir aman karerna sudah merle rwatir sergala tahapan dan perrsyaratan dalam 

merndapatkan serrtirfirkasir halal. Namun, Jirka perlaku usaha masirh berlum 

merndaftarkan serrtirfirkasir halal atau merlakukan perncantuman lerberl halal tanpa 

merngajukan serrtirfirkasir dan produknya tirdak terrdaftar maka perlaku usaha akan 

merndapatkan sanksir sersuair yang diratur dirdalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 

2014 terntang Jamirnan Produk Halal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Pernerlirtiran hukum normatirf ermpirrirs (terrapan) mernurut AbdulKadirr Muhammad 

adalah pernerlirtiran yang mernggunakan studir kasus hukum normatirf- ermpirrirs berrupa 

produk perrirlaku hukum.38 Pernerlirtiran hukum normatirf ermpirrirs (terrapan) berrmula 

darir kerterntuan hukum posirtirf terrtulirs yang dirberrlakukan pada perrirstirwa hukum irn 

concrerto dalam masyarakat, serhirngga dalam pernerlirtirannya serlalu terrdapat gabungan 

dua tahap kajiran:39 

1) Tahap perrtama adalah kajiran merngernair hukum normatirf yang berrlaku 

2) Tahap kerdua adalah pernerrapan pada perrirstirwa irn concrerto guna 

merncapair tujuan yang terlah dirtertapkan. 

Pada pernerlirtiran irnir akan merngkajir merngernair perrmasalahan dan mernganalirsirs 

derngan merlirhat norma atau perraturan perrundang-undangan, lirterratur serrta merlirhat 

pernerrapan darir Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk 

Halal (UU JPH) dalam hal serrtirfirkasir halal yang dirlakukan perlaku usaha. Pada 

pernerlirtiran irnir juga merlirhat hal hal yang mernjadir faktor perndukung dan faktor 

pernghambat dalam perlaku usaha dir Kota Bandar Lampung merlakukan serrtirfirkasir 

halal. 

 

3.2 Tipe Penelitian 

 

Tirper pernerlirtiran yang akan dirgunakan dir dalam pernerlirtiran irnir adalah mernggunakan 

tirper derskrirptirf, yairtu pernerlirtiran yang berrsirfat permaparan yang berrtujuan untuk 

                                                             
38 Abdulkadir Muhammad.Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004). Hlm 132. 
39 Ibid. 
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mermperrolerh gambaran (derskrirpsir) lerngkap terntang keradaan hukum yang berrlaku dir 

suatu termpat terrterntu dan pada saat terrterntu, atau merngernair gerjala yurirdirs yang ada, 

atau perrirstirwa hukum terrterntu yang terrjadir dalam masyarakat.40 Pernerlirtiran irnir akan 

mernderskrirpsirkan merngernair erferktirvirtas perlaksanaan serrtirfirkasir halal olerh perlaku 

usaha Mirkro, Kercirl dan Mernerngah dan merngkajir merngernair faktor-faktor 

perndukung dan  pernghambat yang terrjadir dir dalam perlaksanaan serrtirfirkasir halal ole rh 

perlaku usaha. 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

 

Dalam pernerlirtiran irnir pernulirs merlakukan pernderkatan masalah mernggunakan non 

judirciral caser study. Non judirciral caser study adalah pernderkatan hukum pada 

perrirstirwa hukum terrterntu atau pada suatu kasus hukum yang tirdak ada konflirk 

serhirngga tirdak ada campur tangan derngan perngadirlan.41 Pernderkatan irnir berrdasarkan 

pada data prirmerr yairtu Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 terntang jamirnan 

produk halal, Perraturan Badan Jamirnan Produk Halal (BPJPH) Nomor 1 Tahun 

2023 terntang Perdoman Akrerdirtasir Lermbaga Permerrirksa Halal dan Perraturan 

Permerrirntah Nomor 42 Tahun 2024 terntang Pernyerlernggaraan Birdang Jamirnan 

Produk Halal. 

 

 

3.4 Data dan Sumber Data  
 
Sumberr data adalah sergala sersuatu yang mermberrirkan irnformasir merngernair 

pernerlirtiran terrkairt. Pada pernerlirtiran irnir, adapun data yang akan dirgunakan adalah data 

serkunderr dan data prirmerr. Data prirmerr yairtu sumberr data yang langsung 

mermberrirkan data kerpada perngumpul data dirkumpulkan serndirrir olerh pernerlirtir 

langsung darir sumbe rr perrtama atau termpat objerk pernerlirtiran dirlakukan. Pernerlirtir  

akan merlakukan wawancara dan hasirl wawancara yang dirdapatkan darir irnforman 

merngernair topirk pernerlirtiran serbagair data prirmerr. Pernerlirtir dalam pernerlirtiran irnir juga 

mernggunakan perngumpulan data mernggunakan data serkunderr. Data serkunderr yairtu 

sumberr data yang tirdak langsung mermberrirkan data kerpada perngumpul data 

                                                             
40 Ibid, hlm 50 
41 Ibid, hlm 149 
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mirsalnya lerwat orang lairn atau lerwat dokumern. Bahan hukum atau data serkunde rr 

terrdirrir atas bahan hukum prirme rr serkunderr dan terrsirerr. Pada pernerlirtiran irnir data 

serkunderr yang dirgunakan  yairtu serbagair berrirkut : 

a. Bahan hukum prirmerr, yairtu bahan yang berrasal darir kerterntuan perraturan 

perrundang-undangan dan dokumern-dokumern hukum lairnnya, serperrtir: 

a. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan Produk Halal 

b. Perraturan Badan Pernyerlernggara Jamirnan Produk Halal (BPJPH) Nomor 1 

Tahun2023 terntang Perdoman Akrerdirtasir Lermbaga Permerrirksa Halal. 

c. Perraturan Permerrirntah Nomor 42 Tahun 2024 terntang Pernyerlernggaraan 

Birdang Jamirnan Produk Halal 

b. Bahan hukum serkunderr: Bahan hukum serkunderr yairtu bahan-bahan yang 

mermberrirkan pernje rlasan tambahan terrhadap bahan hukum prirmerr yang berrasal 

darir irlmu perngertahuan yang berrsumberr darir bahan-bahan kerpustakaan serperrtir 

buku-buku hukum ,terorir para ahlir, dan lirterratur lirterratur lairnnya yang masirh 

berrhubungan derngan pernerlirtiran yang dirbahas atau dirkajir. 

c. Bahan hukum terrsirerr, bahan hukum terrsirerr adalah bahan-bahan yang 

mermberrirkan pertunjuk atau pernjerlasan terrhadap bahan hukum prirmerr dan bahan 

serkunderr. Bahan yang dirgunakan dalam bahan hukum terrsirerr irnir serperrtir artirkerl, 

surat kabar, irnterrnert ataupun kamus-kamus yang masirh berrhubungan dalam 

pernerlirtiran irnir. 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Mertoder perngumpulan data dan perngolahan yang dirgunakan dalam pernerlirtiran irnir 

adalah : 

a. Studir Kerpustakaan  

Studir Kerpustakaan adalah sergala usaha yang dirlakukan olerh pernerlirtir untuk 

mernghirmpun irnformasir yang rerlervan derngan topirk atau masalah yang akan atau 

serdang dirterlirtir. I rnformasir irtu dapat dirperrolerh darir buku-buku irlmirah buku-buku 

hukum, laporan pernerlirtiran, karangan-karangan irlmirah, tersirs dan dirserrtasir, 

perraturan-perraturan, kertertapan kertertapan, buku tahunan, ernsirkloperdira dan 

sumberr-sumberr terrtulirs bairk terrcertak maupun erlerktronirk lairn. Tujuan darir studir 
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kerpustakaan irnir adalah untuk mermperrolerh irnformasir terntang pernerlirtiran-

pernerlirtiran serjernirs atau yang ada kairtannya derngan pernerlirtiran. 

b. Studir Dokumern 

Studir dokumern adalah suatu mertoder dalam perngumpulan data kualirtatirf derngan 

merlirhat dan mernganalirsirs dokumern-dokumern, arsirp, laporan serrta kerterrangan 

yang dapat merndukung jalannya pernerlirtiran. Dalam pernulirsan irnir pernulirs akan 

mernggunakan berberrapa dokumern serperrtir serrtirfirkat halal dan Manual Sirste rm 

Jamirnan Produk Halal (SJPH). 

c. Wawancara 

Wawancara derngan terknirk perngumpulan data merlaluir prosers tanya jawab lirsan 

yang berrlangsung satu arah, artirnya perrtanyaan datang darir pirhak yang 

merwawancarair dan jawaban dirberrirkan olerh yang dirwawancara.42 Wawancara 

adalah berntuk komunirkasir langsung antara pernerlirtir dan rerspondern. Dalam 

pernerlirtiran irnir pernerlirtir akan merlakukan wawancara kerpada audirtor yang ada dir 

Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) UI rN Radern I rntan Lampung dirkarernakan, 

serbagair audirtor para narasumberr lerbirh mernguasair merngernair serrtirfirkasir halal 

karerna langsung turun kerlapangan dalam merlakukan perngujiran suatu produk. 

Kermudiran, pernerlirtir juga akan merlakukan wawancara kerpada berberrapa perlaku 

usaha dan berberrapa konsumern agar merlirhat sumberr darir berrbagair pandangan. 

d. Kuersironerr 

Kuirsironerr adalah suatu terknirk perngumpulan data merlaluir formulirr-formulirr 

yang berrirsir berberrapa perrtanyaan yang dirajukan sercara terrtulirs pada serserorang 

atau serkumpulan orang untuk merndapatkan jawaban, tanggapan, bahkan 

irnformasir yang dirperrlukan dalam pernerlirtiran irnir.43 Pada pernerlirtiran irnir 

merlakukan perngumpulan data mernggunakan kuirsironerr yang dirtujukan bagir 

perlaku usaha mirkro dan kercirl serrta konsumern dir Kota Bandar Lampung. Terknirk 

perngambirlan samperl dalam pada pernerlirtiran irnir mernggunakan terknirk non-

probabirlirty samplirng derngan berntuk Purposirver Samplirng, dirmana pernerlirtir 

mernertapkan syarat-syarat terrterntu yang harus dirpernuhir olerh perlaku usaha, 

                                                             
42 Gulo. Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002),hlm 119 
43 Muhammad Muhyi, Hartono, dkk. Metodologi Penelitian (Surabaya : Adi Buana Press, 

2018) hlm.54  
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serperrtir produk yang dirperrdagangkan harus dalam birdang makanan dan perlaku 

usaha harus berrlokasir dir Kota Bandar Lampung.44 Pada pernerlirtiran irnir ada 

serbanyak 40 rerspondern (perlaku usaha) yang terlah mernjawab kuirsironerr dan 

hasirl darir kuirsironerr terrserbut akan mernjadir bahan irnformasir dalam pernerlirtiran 

irnir. 

 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 

Serterlah sermua data terlah terrkumpul derngan bairk merlaluir studir pustaka Dan studir 

wawancara maka data terrserbut akan dirolah merlaluir perngolahan data. Mertoder 

perngolahan data yang dirperrolerh merlaluir langkah-langkah serbagair berrirkut : 

a. Serlerksir Data, yairtu kergiratan yang dirlakukan untuk merngertahuir apakah data data 

yang dirperrolerh sudah lerngkap, jerlas dan sudah sersuair derngan pokok 

perrmasalahan yang dirbahas. 

b. Klasirfirkasir Data, dirlakukan derngan cara mermasukkan data-data yang terlah 

dirdapatkan guna mermudahkan mernganalirsirs data yang terlah dirterrirma. 

c. Pernyusunan Data, kergiratan irnir dirmaksudkan untuk mernermpatkan data dalam 

suatu susunan yang sirstermatirs serrta mernyusun data-data yang sudah 

dirkerlompokkan merlaluir klasirfirkasir yang sirstermatirs berrdasarkan kerrangka pirkirr 

yang terlah ada. 

 

 

3.7 Analisis Data 

 

Data yang sudah terrkumpul darir hasirl pernerlirtiran kermudiran dirlakukan analirsirs cara 

kualirtatirf dan berrsumbe rr darir sumberr hukum dan sumberr terrtulirs lairnnya. Derngan 

analirsirs kualirtatirf juga akan mernderskrirpsirkan data dalam berntuk yang terratur, logirs, 

dan erferktirf serhirngga dapat dirperrolerh kersirmpulan dan gambaran yang jerlas 

merngernair jawaban darir perrmasalahan.45 

 

 

                                                             
44 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1982) hlm.196 
45 Abdulkadir Muhammad,loc.cit, hlm 127 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berrdasarkan hasirl pernerlirtiran dan permbahasan diratas derngan merlakukan pernerlirtiran 

pada Lermbaga Permerrirksa Halal (LPH) UIrN Radern Irntan Lampung dan merlakukan 

pernyerbaran perrtanyaan merlaluir gform pada perlaku usaha dan pada konsumern dapat 

dirsirmpulkan bahwa : 

1. Perlaksanaan serrtirfirkasir halal dir Kota Bandar Lampung olerh perlaku usaha 

mirkro dan kercirl masirh berlum terrlaksana derngan cukup bairk. Pada 

perlaksanaannya masirh banyak serkalir perlaku usaha mirkro dan kercirl dir Kota 

Bandar Lampung yang berlum merlakukan serrtirfirkasir halal terrhadap produk 

yang perlaku usaha perrjualberlirkan. Serbernarnya, dalam perlaksanaannya 

perlaku usaha sudah banyak yang merngertahuir merngernair sermua produk yang 

direrdarkan dir I rndonersira sermuanya wajirb berrserrtirfirkasir halal. Namun, banyak 

perlaku usaha yang mermirlirkir kerndala dalam hal perngajuan dan prosers 

serrtirfirkasir halal terrserbut. Kerndala dalam perngajuan, serperrtir perlaku usaha 

yang kurang permahaman merngernair perndaftaran serrtirfirkasir halal serhirngga 

merrasa birngung dan kersulirtan, perlaku usaha yang mermirlirkir kerndala darir sergir 

biraya dan sergir dokumern yang diranggap sangat banyak dan cukup rumirt.  

Perlaku usaha dan konsumern merngertahuir bahwa serbernarnya serrtirfirkasir halal 

dalam suatu produk merrupakan salah satu hal yang perntirng bagir mernjamirn 

kerhalalan suatu produk dan merjamirn bahwa suatu produk terrserbut aman 

bagir konsumern. Bahkan, perlaku usaha dir Kota Bandar Lampung yang sudah 

berrserrtirfirkasir halal merngakuir bahwa derngan berrserrtirfirkasir halalnya produk 

merrerka birsa mermberrirkan dampak posirtirf bagir usahanya. Salah satu contoh 

dampak posirtirfnya adalah mernirngkatnya pernjualan.  
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2. Darir perlaksanaan serrtirfirkasir halal dir Kota Bandar Lampung olerh perlaku 

usaha mirkro dan kercirl yang berlum terrlaksana derngan bairk, terrdapat 

berberrapa hal yang mernjadir faktor perndukung dan faktor pernghambat 

terrlaksananya serrtirfirkasir halal olerh perlaku usaha mirkro kercirl dir Kota Bandar 

Lampung irnir, yairtu serbagair berrirkut : 

a) Faktor Perndukung dalam perlaksanaan serrtirfirkasir halal dir Kota Bandar 

Lampung : 1) Faktor Hukum, hukum sudah cukup kuat dan kerterntuan 

sudah dircantum derngan jerlas dan mudah dirfahamir. 2) Faktor Sarana 

(Fasirlirtas), Lermbaga halal yang mermberrirkan perlayanan serperrtir 

konsultasir serrta adanya program serrtirfirkasir halal gratirs. 3) Faktor 

Masyarakat, populasir pernduduk Irslam dan mernirngkatnya kersadaran 

masyarakat akan perntirngnya merngkonsumsir makanan dan mirnuman 

yang kerhalalannya sudah terrjamirn. 4) Faktor Pernergakan Hukum, 

lermbaga yang berrwernang dalam mernanganir perlanggaran sudah cukup 

tergas dalam merlakukan pergawasan dan tirndakan jirka terrjadir 

perlanggaran. 

  

b) Faktor Pernghambat dalam perlaksanaan serrtirfirkasir halal dir Kota 

Bandar Lampung : 1) Faktor Masyarakat, kurangnya permahaman 

terrhadap perngajuan serrtirfirkasir halal dirakirbatkan kurangnya 

sosiralirsasir. 2) Faktor Budaya Masyarakat, Kurangnya kerpatuhan para 

perlaku usaha dalam perlaksanaan serrtirfirkasir halal. Salah satu yang 

mernjadir alasan adalah biraya perngajuan serrtirfirkasir halal. 3) Faktor 

Pernergakan Hukum, kurangnya tirndakan tergas pada perlaku usaha yang 

berlum berrserrtirfirkasir halal 
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5.2 Saran 

Darir kersirmpulan diratas, maka pernulirs mermberrirkan saran yairtu serbagair berrirkut: 

1. Saran kerpada perlaku usaha mirkro dan kercirl dir Kota Bandar Lampung untuk 

birsa lerbirh mermperrhatirkan kerwajirban merngernair serrtirfirkasir halal sersuair yang 

terrtuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terntang Jamirnan 

Produk Halal yang dirmana pada Pasal 4 dirjerlaskan merngernair kerwajirban 

serrtirfirkasir halal bagir sermua produk yang berrerdar dir I rndonersira. Serharusnya, 

derngan adanya perraturan irnir perlaku usaha birsa merlakukan serrtirfirkasir halal 

pada produknya. Hal irnir dirkarernakan dermir mermberrirkan keramanan dan 

mermberrirkan jamirnan kerhalal suatu  produk kerpada konsumern terrutama 

konsumern yang berragama muslirm.  

Jirka perlaku usaha mirkro dan kercirl dir Kota Bandar Lampung mermirlirkir produk 

yang perngolahannya tanpa mernggunakan herwan sermberlirhan maka birsa 

merngirkutir program Serrtirfirkasir Halal Gerratirs (SE rHATI r). 

 

2. Saran kerpada lermbaga terrkairt serrtirfirkasir halal serperrtir Badan Pernyerlernggara 

Jamirnan Produk Halal (BPJPH), Majerlirs Ulama I rndonersira (MUI r), Lermbaga 

Permerrirksa Halal (LPH), dirharapkan untuk birsa lerbirh birsa mernsosiralirsasirkan 

merngernair proserdur, aturan serrta permahaman lairn yang berrkairtan derngan 

perntirngnya serrtirfirkasir halal. Pernulirs juga mernyarankan bahwa untuk lermbaga 

terrkairt birsa merlakukan sosiralirsasir sercara lerbirh irnternsirf kerpada para perlaku 

usaha yang ada dir Kota Bandar Lampung merngernair kermudahan dalam 

serrtirfirkasir halal dan mernjerlaskan serrta mermperrtahankan program-progam 

yang birsa mernjadir alterrnatirf perlaku usaha untuk merlakukan perndaftaran 

serrtirfirkasir halal terrhadap produknya, serperrtir program Serrtirfirkasir Halal Gratirs  

(SErHATI r).  
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